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. LEMBARAN DAERAH’
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 PACITAN

. TAHUN : 1995 | SERI : ‘B

Menimbang e

Menéingat

"} : TENTANG “ 3 '

PERATURAN bAERAH KABUPATEN bAERAH TINGKAT II1 PACITAN

i NOMOR & TAHUN 1385

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
' PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN

KEPADA PEMERINTAH.DESA/KELURAHAN

[
-t

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 PACITAN

?

. bahwa dalam rangké meningkatkan -kemampuan Pemerintah

Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugaa
pemerlntahan, pembangunan dan pelayanan kepada .
masyarakat, perlu dilakukan®' upaya peningkatan
pendapatan Desa "/ Kelurahan melalui penyisihan
rpenerlmaan Pajak Buml dan Bangunan bagian Pemerintah
Daerah, sebagaimana dimaksud Keputusan Menterl Dalam
Negri Nomor 49 dan 98 tahun 13930 ;

. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf

a konsideran Menimbang ini, dipandang perlu mengatur
ketentuan penyisihan penerlmaan Pajak Bumi dan
Bangunan bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Desa/Kelurahan dengan menetapkannya dalam suatu
Peraturan Daerah ;

t

i

. Undang-ﬁndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerlntahan di Daerah ;

. Undang - undang Nomor = 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - daerah - Kabupaten dalam
Lingkungan Proplnsi Jawa Timlr ; S

. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerlntahan Desa

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi

dan Bangunan ;

j Lo
. Peraturan ‘Pemerintah Nomor 47 Tahun 13985 tentang

Pembangian hasil Penerlmaan Pajak Bumi dan Bangunan.

antara Pemerintah Pusat dan Pemer%;ah Daerah ;
i ' '

. Pefaturan . Menterl Dalam Negerl Nomor 1 Tahun 1882

tentang Sumber Pendapatan dan. Kekayvaan Desa,
Pengurusan dan Pengawasannyva ;
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:Desa ;

B T

,Pefaturan ‘Menterl Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982
tentang Penyusunan Anggaran ' Penerlmaan dan
‘Pengeluaran Keuangan Desa ; e

. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 7 Tahun 1984

tentang Pemblnaan Penyelenggaraan Pemerlntahan

.Peéaturan Mentefi Dalam.Negerl Nomor 4 Tahun 1985
tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan _
Bangunan ; o

C : , o
Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 8 Tahun 1990_

tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
3 H

-Keéutusén Menterl Dalam Négeri Nomor 49 Tahun 1990

tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat
II kepada Pemerintah Desa ; .

Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 98 Tahun 1990-
tentang Pedoman Penyisihan Penerlmaan Pajak Bumi dan
Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tlngkat
IT | serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian
sebagilan Hasil Pajak dan Rotribusl Daerah Kepada
Pemerintah Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negérl Nomor 84 Tahun 1993
tentang Eentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

. Perubahan. |

: , i

Dengan 'Pérsetujuaﬁ bewam Perwakilan Rakyét Daerah Kébupaten' Daerah

Tingkat II Pacltan,

' . Menetapk'an

i ; MEMUTUS K A N

{ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TENTANG PENYISIHAN -PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

| KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

BAB I

t
:
;
g KETENTUAN UMUM

Pasal 1-

:

;'Dalam:befaturan Daerah ini, vang dimaksud dengan

. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat Pacitan ;

¥
¥

. Pemerintah Daerah, adaiah Pemerintah Kabupaten

Dae;ah Tingkat II Pacltan ;

. Bupétl Kepala Daerah, adalah Bupatl Kepala Daerah

Tlngkat II Pacitan ;

. DPRD, adalah Dewan 'Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Pacltan ;

Pemerintah Desa.  adalah Pemerintah Desa dalam?'
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ; j :

i
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f. Pemerintah Kelurahan, adalah Pemerintah Kelurahan.
dalam Kabupaten Daerah Tlngkat II Pacitan ;

g. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa
selanjutnya dislngkat  APPKD, adalah  Anggaran
- Penerimaan dan Pengeluaran Xeuangan . Desa dalam .
»Kabupaten Daerah Tlngkat 11 Pacitan H }
h. Anggaran Kelurahan, adalah Anggaran Kelurahan- ~dalam
Kabupaten Daerah Tlngkat II Pacltan ;

i. Padak Buml dan Bangunan (PBB), adalah Pajak Buml dan '
Bangunan vang pemungutannya dilaksanakan oleh .
Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Daerah

' Tlngkat II Pacltan 3 :

oo BAB II '
i PENYISIHAN DAN PENGALOKASIAN
. Pasal 2

]
: , )

Penerimaan PBB bagian Pemerintah Daerah, disislkan

sebesar 10% (sepuluh Perseratus), sebagai =subsidl /

sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa /

Kelurahan.
i

! Pazal 3

Pengalokaslan. .  penyisihan hasil penerlmaan PBB

. sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini

dan pertlmbangannya ditetapkan oleh ‘Bupatl Kepala
Daerah. :

.
b

b BAB III
' PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
! . Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan PBB sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam
Keputusan Desa tentang Anggaran Penerlmaan dan
Pengeluaran Keuangan Desa untuk Desa dan dalam
Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan
untuk Kelurahan.

I
f « . Pasal 5

Téta Ecafa penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam
pasal: 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan leblh lanjut
oleh Bupatl Kepala Daerah. .

.I L]

' . _ Pasal 6
Dana :sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan

Daerah inf, digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan
pemerlntahan dan pembangunan
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BAB IV
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl
eepanjang mengenal pelaksanaannya akan ditetapkan oleh
Bupatl Kepala Daerah. ]

§

; Pasal 8.

1 . .
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal
dlundangkan. R :

Agar: setiap . crang ' mengetahulnya, . memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah inl dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II
Pacitan. o ‘

t
? "Ditetapkan di : Pacitan
' Tanggal : 15 - 2 - 1995

DEWAN PERWAKiLANERAKYAT DAERAH ' BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN PACITAN
" KETUA, ,
Cap. ttd | o . Cap. ttd
SURIPNO YUSUF =~ SOEDJITO

Diaahkan dengén Keputusan Guberndr Kepala Daerah Tlngkat I Jawa

Timur tanggal 26 Me; 1995 Nomor 301/P tahun 1995.

f - An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
. JAWA TIMUR

: Aslsten Ketataprajaan
y Cap. ttd
: | PUTU SETIAWAN, SH. Mwk.

Pembina
NIP. 510 057 151

e mp el thn L

Dlundangkén dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II

Pacitan tanggal

8 Juni ;1995 Nomor 5 Serl B Tahun 1995.

H '

v An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S . PACITAN
. : Sekretaris Wllayah/Daerah
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i " - . Drs. NOEROSO MOH. AMIEN
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: * Pembina Tingkat I -
: i . NIP. 010 045 335
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| ‘PENJELASAN
' ATAS .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT ‘11 PACITAN
. - ( NOMOR -5 TAHUN 1935
| L TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

' o N
. I. _PENJELASAN UMUM ;

. Bahwa maksud dari pemberian sumbangan atau bantuan dana
kepada Pemerintah Desa/Kelurahan vang dlambil darl hasil
penylisihan Pajak Buml dan Bangunan Bagian Pemerintah
Kabupaten Daerah Tlngkat II Pacltan, adalah merupakan upaya
meningkatkan Pendapatan Desa/Kelurahan dalam - rangka menunjang .

penyelenggaraan  ; tugas - tugas dibldang  pembangunan’ dan
pemerlntahan. : '
. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Menteri

Dalam Negeri. Nomor 49 Tahun 1890 tentang Pedoman Penyisihan
Penerlmaan PajJak Buml dan Bangunan Baglan Daerah Tlngkat I dan
Daerah Tlngkat II Kepada Pemerintah Desa, serta Keputusan Menteri
Dalam Negerl Nomor 88 Tahun 1950 tentang Pedoman Penyisihan
-Penerimaan Pajak Buml dan Bangunan Baglan Daerah Tlngkat I dan
Daerah Tlngkat II1 serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian
Sebaglan Hasll Padak Buml dan Retrlbusi Daerah kepada Pemerintah
Kelurahan. ‘ . '
Berdasarkan kedua Keputusan Menterl Dalam Negerl dimaksud, -
-maka dalam rangka memberlkan landasan hukum terhadap penyisihan
penerlmaan Pajakx Buml dan Bangunan baglian Pemerintah Kabupaten
Daerah Tlngkat II Pacltan yang disumbangkan kepada Pemerintah
Desa / Kelurahan, sebesar 10 X (sepuluh perseratus) tersebut,
' tata cara penyisihan dan pengalokasiannya harus dilatur dan
dituangkan dalam Peraturan Daerah.

. ’;.

Pasal 1 B : Cukup Jelas :
Pasal 2 |

Mie i a4

: Cukup jelas.

Pasal 3 : : Penetapan Desa/Kelurahan alokasl

o ‘oleh Kepala Daerah, dimaksudkan, agar
dalam pemberlian sumbangan/bantuan
kepada Desa / Kelurahan, dapat

. memenuhl - sasaran pembangunan,
terutama pada Desa / Kelurahan yang
pendapatannya minim.

Pasal 4 s/d 8 : Cukup Jelas.
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